
BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 67 TAHUN 2OI8

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PIDIE TAHUN 2OI9

BI SMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah
Kabupaten Pidie wajib men5rusun RKPD yang merupakan
penjabaran dari RPJMD;

bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara
Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, antara lain disebutkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati Pidie tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Pidie Tahun 2Ol9;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor lO92l;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Penyelen ggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OlO Pencabutan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 4
Tahun 2OO9 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor
30 Tahun 2OO2 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg
Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indone
Nomor 4250;
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Undang-Undang Nomor . 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3893);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO+ Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aaoQ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan
Lembaran Negara Nomor aa2\;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a$$;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a633);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 47OOl;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 22,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s28o);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O1+ tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5ae5);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2OL5
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2AA tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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14. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2074 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOO tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor ao28l;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor t7I, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 53a0);

t7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dala
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a5751;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AAS Nomor l4O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a57B);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5
Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6lal;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor t9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6931;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7381;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan,
Tata Cara Penlrusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a817);
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2oll tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OlI Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52t91;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2074
tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
57 t7);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ot6 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2077 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6Oa\;

28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2Ol5-2O19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5
Nomor 3);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2OlI tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2Ol2
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2Oll tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2Ol4
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

33. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2OO8 tentang Penyelenggaraan
Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2008 Nomor 01 Tambahan l,embaran

/
Daerah Nomor 11);
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34. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas
Bumi serta Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran
Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12
Tambahan lrmbaran Daerah Nomor l2), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta
Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun
2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);

35. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2Ot6 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PIDIE TAHUN
2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
lainnya sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan
Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Pidie;

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
adalah Dokumen Perencanaan untuk Periode 5 (lima)
tahun;

5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah Dokumen
Perencanaan Satuan Keqja Perangkat Daerah untuk
Periode 1 (satu) Tahun;

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD
adalah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk
Periode 1 (satu) Tahun;

7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya
disebut SKPK adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten
yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan bara
daerah.
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BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2Ol9 merupakan Dokumen
Perencanan Pemerintah Kabupaten Pidie dalam jangka waktu 1

(satu) Tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2O19 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2079.

Pasal 3

RKPD Tahun 2079 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
menjadi:
a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK)

dalam penyempurnaan Rencana Kerja (Renja ) SKPK Tahun
2019.

b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pidie dalam
men)rusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten (APBK) Pidie Tahun 2Ol9 termasuk didalamnya
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten (KU-APBK) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Kabupaten Pidie Tahun 2019.

Pasal 4

Dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019:
a. Pemerintah Kabupaten Pidie menggunakan RKPD

Kabupaten Pidie Tahun 2Ol9 sebagai bahan pembahasan
KU-APBK dan PPAS-APBK pada saat pembahasan dengan
Dewan Perwakilan Ra}ryat Kabupaten (DPRK) Pidie;

b. SKPK menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Pidie dalam melakukan pembahasan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPK dengan DPRK
Pidie.

Pasal 5

RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan
Perkembarlgarl Keadaan dalam Tahun Berjalan:
Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka
pendanaan dan rencana program dan kegiatan
prioritas daerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo arrggaran
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
tahun berjalan; dan/ atau

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana

(1)

(2)

lebih
untuk

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
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Pasal 6

Perubahan RKPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 5
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai Dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2olg sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : Z" J:uni 2018 M

8 Syawal 1439 H

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 2 J].rtrjli 2Olg M

A Syawal 1439 H

MULIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2OI8 NOMOR : 67


